
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2OO5 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 11 TAHUN 2OO5

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

BUPATI BATANG HARI,

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

. Anggota Dewan Pe.rwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Hari sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Hari Nomor 13 Tahun 2005, perlu diatur
Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Peruvakilan Rakyat Kabupaten
Batang Hari;

b. Bahwa
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b. Bahwa berdasarkan Surat DPRD Kabupaten
Batang Hari Nomor : 170 I 369.A / DPRD
Tanggal 9 Desember 2005 Perihal Persetujuan
Tarif Sewa Rumah dan Standar Harga Pakaian
Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Batang Hari ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan
'..sebagaimana dimaksud pada huruf a'dan huruf

b dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Batang Hari.

1 . , Undang:Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan . Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah. dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang .Pembentukan . Daerah Tingkat ll
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat ll
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4286);

3. [Jndang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis' Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Penryakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4310) ;

4. Undang-Undang
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tJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimblnga,n Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4438)
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang ' Pengelolian:' dan Pertanggung
Jawaba.n Keuangan Daeral.r (Lembaran Negara
Repilblik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202"
Tanibahan; ' 'Lembaran' Negara Republik
lndonesia Nomor 4022);

Peiaturan Pemerihtah Nbm6r 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dsn: Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Da.erah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah.Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 -Nomor
94,- Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4540) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari

Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bdtang Hari

Tahun 2001 Nomor 10) sebagairnana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bqtang
Hari-Nomor 29 Tahun 2004 (Lemlargn Daerah
Kabupat-en Batang Hari Tahun ?004 Nomor 29)

;

6.

7.

B

9. Feraturan ... ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari

Nomor 1' Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah

Kabupaten'Batang Hari Tahun 2005 Nomor 1)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2005
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Tahun 2005 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN FUPATI TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal'1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

4. D'ewan Perwakilan,Rakyat Daer-ah disingkat DPRD adalah DPRD

Kabr-rpaten Batang Hari. , :
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD

Kabupaten Batang Hari.

6. Anggola DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari

yang. diresmikan keanggotaanfya dan telah mengucapkan
sumpah/janji''berdbsarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7. Sekretariat ... .

9.
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7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin
seorang Sekretaris yang diangkat !3n .CiUerlg{t"n dengan
Keputuian Bupati atas pertimbangan Pimpinah DPRD Kabupaten
Baiang Hari

BAB II

TU NJANGAN.PERUIVIAHAN

Pasal 2

Menetapkan Besarnya Tunjangan lerymghan lalg dibqrikan
kepada Plmpinan dan Anggota Dewan Penruakilan 

, 
Rak-yat Dfelah

Kabupaten Batang Hari berupa uang sewa rqmah ,sebqggr
np. t .'SOO.O00,- ( Salu juta lima ratus ribu rupiah ) per birlan.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota bewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari

diberikan setiap bulan.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan Fimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-ten Batang Hari diberikan apabila
Pemerintah Kabupaten Batang Haii betum dapat menyediakan rumah
jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.

Pasal 5

Pelaksanaan pencairan dan pertanggungjawaban Dana
Tunjangan Perumahan sqbagaimana dimaksud, Pada Pas3l 2
berdasarkan Peraturan Perundang-undangah yang berlakir.

pasal 9 ,,, . .,. ;

Peraturan ini berlaku untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
KabupatenBatangHariperiode2004sampaidengan|009.

Pasal 7
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Pasal 7

$egala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini

dibebanlian keplOa Anggaran Pendapatan dbn Belanja Daerah

Kabupaten Batang HariPos Sekretariat DPRD Batang Hari

BAB III

KETENTUAT.T PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati
Batang Hari Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya
Tunjangan Perumahan Pimpirran dan,Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
:

Peraturan'ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan 
- penempatannya dalam Beriti Daerah

Kabupaten Batang Hari.

DitetaPkan' di : Muara Bulian

dto

ABDUL FATTAH
Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 21 Desember 2005

,.I

SEKRFTARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD M. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
r.rorrrron tt inHuNr zoos


